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Menimbang : a,
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Mengingat 3 1,

2.

bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang No -
mor 18 Talun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah ten
tang Pajak Penerangan Jalan perlu disesuai
kan, '
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian seba~
gaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur
kembali Pajak Penerangan Jalan yang dite -
tapkan dengan Peraturan Daerah, -

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota -
praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 73, Tambehan Lembaran
Negara Nomor 1913),

Undang~undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (lemba-
ran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan -
Lembaran Negara Nomor 3037).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pildana Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomox 3209, 055
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lemba -
ran Negara Nomor 3684). .

Undang-undang Nomor 18 Tghun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lemba -
ran Negara Nomor 3685).

Undang-undang Nomox 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembiran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lemba -
ran Negara Nomor 3686).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 13984 ten
tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dae -
rah Tingkat JI Pangkalpinang dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 15, Tambashan Lembaran Nega~
ra Nomor 3269),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negera Tahun
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara No -
mor 3691).

Keputusan Menteri Xehakiman Nomor M,04~PW.03
Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta -
hun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Ta~
hun 1997 tentang Pedoman Tate Cara Pemngu -
tan Pajak Daerah,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Ta~
hun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dai
Bidang Pajak Daerah.

Dengan Persetujua.n Dewan Perwakilan Rekyat Daerah Kotamad-
ya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

I PPN

»
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Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

PANGKATPINANG TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
BAB I .
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

e

b.

Co

Jie

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya ‘Daerah
Pingkat II Pangkalpinang.

Kepala Daerah edalah Walikotamadya Kepala Daerah Ting-
kat II Pangkalpinang

Wilayah Daerah adalah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Pangkalpinang,

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat IL Pangkalpinang,

Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat -
PIN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara (Persero).

Kag Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pang
kalpinang.

Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak
adalan Pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di
singkat SPTPD adalah surat yang digunekan oleh ¥Wajid
Pajak untuk melaporkan perhitiungan dan pembayaran Pa—
jak yeng terutang menurut Peraturan Perundang-undangah
Perpajakan Daerah,

Surat Setoran Pajak Daerah tang selanjutnya disingkat
SSPD adalah suratl yang digunakan oleh Wajidb Pajak un -
tuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang dite -
tapkan oleh Xepala Daerah,

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dising -
kat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentuken besar-
nya jnulah Pajak yang terutang,
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1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjut
nya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menen-
tukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, Jjumlah keku~
rangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adminige
trasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

m, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambshan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan
yang menentukan tambshan atas jumlah pajak yang telsh
ditetapkan,

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar yang selanjute
nya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menen-
tukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak kerema  jumlah
kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau
tidak’ sehdarusnya terutang.

0. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya di
singkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan -
Jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit
Pajak atam Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
Pajak,

pe Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SKFDN adalah Surat Eeputusan yang menentukan jumlah Pa~

jak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak
atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak,
BAB II
NAMA. OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas
setiap penggunaan tenaga listrik,

(2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

(3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada~
lah tenaga listrik arus bolak balik yang berasal dari
PLN maupun bukan PLN,

Pasal 3
Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a, Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pue
sat dan Pemerintah Daerah.

b, . :
Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang di-
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gunekan oleh kedutaan konsulat, perwakilen asing dan
lembaga~lembaga internasional dengan asas timbal balik
sebagaimans berlaku untuk pajak Negara.

c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan Izin
dari Instansi tehnis terkait,

d. Penggunaan tenaga listirik yang khusus digunakan untuk
tempat ibadah, .

Pasal 4

(1) Subyek Pajak sdalah orang pribadi atau Badan yang men
gunakan tenaga listrik,

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang men~
jadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga Lis -
trik,

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan :

a, Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan Bu~
kan PLN dengan pembayaran, Nilai jual Tenaga lise
trik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan lig-
trik/rekening listrik.

b, Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN
dengan tidak dipungut bayaran, Nilai jual tenaga
Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia -
dan penggunaan aten taksiran penggunaan listrik

serta harga satuan listrik yang berlaku diwilayah
daerah,

(3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
berpedoman harga satuan listrik yang berlaku diwila -
yah deaerah,

Pasal 6
Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :
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a. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan
untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen),

b. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PIN, untuk
industri sebesar 5 % (lima persen).

c. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PIN
bukan untuk industri sebesar 7 % (tujuh persen).

d. Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN,
untuk industri sebesar 5 % (lima persen).

4B IV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAX
Pasal 7
(1) Pajak yang dipungut di Wilayah Daereh.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mne-
ngalikan tarif Pajak sebagaimena dimaksud dalam pasal
6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimane dimaksud
dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
takwim,

. Pasal 9
Pé.jak terutang dalam masa Pajak terjadi sejak diterbitkan-
nya SKFD.
Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bu-
kan PLN wajib mengisi SPTFD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangasi -
oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) Untuk pelanggan listrik PIN, Daftar Rekening Listrik
yang diterbitkan oleh PIN merupakan SPTFD,
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SPIFD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampai -
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima be -
las) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian
SPTPD ditetapkan Kepala Daerah,

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAX
Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Jpasal 11
ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang
dengan menerbitkan SKFD,

4pabila Pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, reke
ning listrik dipersamakan dengan SKP.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan
sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per
sen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STED,

Pagal 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaimana di
maksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk meng-
hitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri
yang terhutang.

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat teru —
tangnya Pajak, 7 Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB
b, SKPDKBT
c. SKPDN

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a di
terbitkan :

8, Apabila berdasarkan hasil pemeriksean atau ketera-
ngan lain Pajak yang terutang tidak ataun kurang di
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jan

ka waktu paling ldma 24 (dua puluh empat) bulan di
hitung sejak saat terutangnya Pajak,
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b, Apabila SPTFD tidak disampaikan dalam jangka waktu

' Yeng ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,

dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka  waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya Pajak.

c. Apabila kewajiban mengisis SPTPD tidak dipenuhi,Pa
Jak yang terutang dihitung secara jabatan dan di
kenekan sanksi administrasi berupe kenaikan sebe -
sar 25 % (dua puluh lima persen) deri Pokok Pajak
ditanbah sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung se
Jek saat terutangnya Pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di
terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semla belum terungkap yang menyebabkan penambahan
Jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi ad-
ministrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus per
sen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢  di
terbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama be
sarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDK
B dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu-
ruf a den b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
Jangka wakiu yang telah ditentukan, ditagih dengan
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bu-
nga 2 % (dua persen) sebulan,

Penambahan jumlah Pajak yang terhutang sebagaimana di
maksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apa—,
bila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pe
periksaan, )

Pasal 13

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan dalam
prerhitungan dan penetapan pajak dan tata cara penyampaian
ditetapkan oleh Kepala Daerah,
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BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu
yang ditentukan dalam SPTPD, SKFD, SKPDKB, ~ SKPDKBT
dan STPD.

Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas
Daerah selambat-~lambatnya 1 X 24 jam atau dalam jang
ka waktu yang ritentuken oleh Kepala Daerah,

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSFD,

Pasal 15

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wa=
Jib Pajak untuk meangsur Pajak terutang dalam kurun
waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang di
tentukan,

Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang di
bayar,

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada -Wa
Jjib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai waktu
yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang di
tentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua) pwrsen se

bulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang di
bayar.,
Persyaratan untuk dapat meangsur dan menunda pembaya~

ran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan
sebagaimana dimaksud¥pida ayat (2) dan ayat 54) dite~
tapkan oleh Kepala Daerah,

Pasal 16

Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam -~
buku penerimaan,
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Pasal 17

Bentuk, Jenis, Isi formulir pembayaran, tanda bukti pemba
Yyaran dan buku penerimaan Pajak ditetapkan cleh Kepala
Daerah, )

BAB VIII
TATA CARA PINAGIHAN PAJAK
Pasal 18

(1) surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penadi
han Pajak dikeluaerkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh
tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Su

rat Teguran atau Surat Peringatan atan surat lain
yang sejenis, ¥Wajidb Fajak harus melunasi Pajek yang
terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dikeluar -
kan oleh Pejabat.

Pasal 19

(1) 4pabila jumleh Pajak yang masin herus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan da
lam Surat Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
Surat lain yang sejenis, jumleh Pajek yang harus  di
bayaxr ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat
21 (due puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis,

Pasal 20

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalem ~
Jangka wektu 2 X 24 jam sesudah tenggal pemberitahuan Su~-
rat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintzh me -
laksanakan Penyitaan.

Pasal 21

Setelah dilakukan penyitaen dan Wajib Pajak belum Jjuga
melunesi utang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari
sejek tanggal peleksanaan Surat Perintah Nelaksanakan Pe-
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nyitean, Fejabat mengajukan permintaan penetapan +tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam
dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan -
dengan segera secara tertulis kepada Wajid Pajak,

Pasal 23

Bentuk, jenis den isi formulir yang dipergunakan untuk

pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala

Daerah, .

B4B IX
PEINGURANCAN, KERINGANAN DAN PIMBUBASAN TAJAK
Pasal 24

(1) Xepala Daerah berdasarkan permononan Wajib Pajak da~
pat memberiken pengurangan keringanan dan pembebasan-
Pajak,

(2) Tate cara pemberian pengurangan, keringan dan pembeba
san rajak sebagaimana dimaksud peda ayat (1) ditetap-
kan oleh Kepala Daerah,

BAB X
TATA CARA PEBZTULAN, PIIBATALAL y PERGURANGAN
KOTETAPAY DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI AD:INISTRAST

Pasal 25
(1) Xepala Daerah xarena jabaten atau ateas permononan
Wajib Pajak dapat :
a. lembetulken SKPD atau SiFDEB atau SiPDKBT atau

STFD yang dalam penerbitamnya terdapat kesalahn
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalanm
penervitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruen dalem penerapan Feratu-
ran rerundeng-undangan rerpajekan Daerah.

b, Membatalken atau mengurangkan ketetapan pajak yang
tidak benar,

engurangkan atau xfxengha,pus sanksi administrasi be
rupa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam

(¢
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hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wae
Jib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteta~
pan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administra
si atas SKPD, SKPDKB, SKFDXBT dan STPD sebagaimena di
maksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis
oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah ataun Pejabat se
lembat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tenggal di
terima SK¥D, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberi-
kan elasan yang jelas,

Kepala Daersh atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan
sejek surat permohonan sebagaimena dimaksud pada ayat
(2) diterima, sudah harus memberikan keputusan,

Apebila seteleh lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana ai
meksud pada ayat (3) Kepazla Daerah atau Pejabat tidak
memberiken keputusan, permohonan, pembetulan, pembata~
lan, pengurangan ketetapan dan penghapusen atau pengu-
rangan sanksi administrasi dianggep dikabulkan,

B4&B XTI
IEBERATAN DAN BANDING
Pasal 26

Wejib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Ke
pala Daersh atau Pejabat atas suatu :

4, SEFD

b. SKPDKB

c. 3x¥DKBT

d. SEPDLS

e, Swrdl

Permononan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan secara tertulis dalem dalam Baha
se Indonesia paling lama 3 (iiga) bulan sejak tanggal
Si¥D, SXPDKB, SHPDK3T, SIPLIB dan SEFDN diterima oleh
Wajib Fajak sebagaimena dimaksud pada ayat (1), kecua-
1i epabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka —
waktu itu tidak depat dipenuhi kerena keadean  diluar
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan duluer kekuasa
annya.

Kepala Daerah ateu Pejabat dalam jengka wektu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tangsal surat permoho-
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nen keberatan sebegaimana dimeksud pada ayat (2) diterl
ma, sudah memberikan keputusan,
Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan seba -
gaimana dineksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Peja~
bat tidak memberikan keputusan, permohonan keveratan
dianggap dikabulkan.

Pengajuan keberatan sebagaimena dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 27

Wajib Pajek dapat mengajukan bending kepada Badan Pe -
nyelesaian Sengketa Pajak dalam jangke waktu 3 (Tiga.)
bulan setelszh diterimanya Keputusan keberatan.
Pengajuan banding sebagaimana divaksud pada ayat (l)
tidak menunde kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

Apabila pengajuan keberatan sebagaimzna dimaksud dalam pam
sal 27 atau banding sebagaimana dimeksud dalam pasal 28 di
kabulkan sebagien atan seluruhnya, kelebihan pembayaran pa
jek dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 &
{dua persen) sebulen untuk paling lama 24 (dua puluh empat
bulen.

(1)

(2)

BAB XII
PEHGERALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29

Wejib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalien -
kelebihan pewbayaran pajzk kepada Kepala Daersh atau
Pejabat secara tertulis dan menyebutkan selurang-lurang
nyes

a. Nama dan Alamat wajib pajek

b. Masa pajak

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajek

d. 4lasan yang jelas

Kepala Daerah ateu Pejabat daleam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulen sejak diterimanya permonhonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimena di
maksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimeksud pada ayatb
(2) dilampaui Kepala Daersh atau Pejabat tidak membe
rikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan -
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SXFDLB haru
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lain, kele
bihan pembayaran pajak sebagaimanz dimaksud pada -
ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi ter
lebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajek dilakukan da
lam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbit -
kannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah mem
bayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak di =
lallukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak  di
terbitken SKPDLIB, Xepala Daerah atau pejabat memberi
kan iwmbalan bunga sebesar 2 % {dua persen) sebulan -
atas keterlambatan pembayaren kelebihen pajek,

Pasal 30

Apabila kelebihen pembayeran pajak diperhitungkan dengan
utang pajak leinnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30
ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara  pemindeh
bukuan dan bukti pemindah bukuaen juga berlaiu sebagai -
bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALUARSA
Pesal 31
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa sete
lah melampani jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung-
sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajid
Pajak melakukan tindakan pidana dibidang perpajekan
daerah,
(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) tertengguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Faksa, atau

b. 4de pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak  baik
langsung maupun tidak langsung.



(1)

(2)
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3AB XIV
KETSNTUAN PIDANA
Pasal 32

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampai -
kan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lemgkap eatau melampirken keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana de-
ngan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tzhun atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak texru -
tang.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan -
SPTFD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak leng
kap atau melempirkasn keterangan yang tidek benar se-
hingga merugiken keuangan daerah dapat dipidena denga
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyek 4 (empat) kali jumlah pajek terutang.

Pasal 33

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh)tahun
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak
atau berekhirnya Bagian Tehun Pajak atau berakhirntatahun
Pajak,

(1)

(2)

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 34

Pejabat Pegawel Negeri Sipil tertentu di Lingkungan-

reumerinteh Daeran diberi wewenang knusus sebagai re-—

nyidik intuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Perpzjakan Daersah sebagaimena dimaksud dalam

Undang=-undang Nomor 8 Tanun 1981 tentang Hukum Acara

ridana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah :

a, lenerima, merncari, mengurpulkan dan meneliti kete
rangan atau laporan berkenaan dengan tindek pida—
na dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
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b, Meneliti, menceri dan mengumpulkan keterangen me -

 ngenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran

perbuatan yang dilaluken sehubungan dengan tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah tersebut.

¢. leminta keterangen dan bahan bukti dari oreng pri-
badi atau Badan sehubungan debgan tindak pidana di 7
bideng Perpajakan Daerah.

d. Memeriksa bwku-bukm, catatan-catatan dan Dokumen- @
dokumen lain berkenzan dengen pidana dibidang Pexr-—
pajakan Daerah.

.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-— dokumen
lain, serta, melakuken penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa -
nazn tuges penyidiken tindek pidana di bideng per
pajakan Daerah.

g. Menyuruh verhenti, melarang sescorang meninggalkan
ruangan atau tempaet pada saal pemeriksazn sedang
berlangsung den memeriksa identitas orang atau Do~
kumen yang dibawa sebagaimana dimeksud pada huruf-
€.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Perpajakan Daerah.

i, Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

jo Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yeng perlu untuk xelanca -
ran penyidiken tindek pidana dibidang Perpajekan -
Daersh menurut hukum yang dapat dipertanggung ja -
wabkan.

Penyidik sebagaimena dimaksud pada ayat (1) memberita

hukan dimulainya penyidikan dan menyempaikan hasil

penyidikannya kepada Penuntut Umm, sesuai dengan ke- -
tentuan yang diatur dalem Undang-undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Fidena.

BAB VI
IOATRITUAL PRHUTUP
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Pasal 35

.Felaksenaen Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala

Daerah.,
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Da-
erah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor T
Tahun 1693 tentang Pajak Penerangan Jalan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan.

Agar orang dapet mengetahuinya, memerintahkan Pengunda -
ngan reraturan Daerzh ini dengan penempatannya dalen Lem—
baran Daerah Xotamedya Daerah Tingkat II Pangkalpineng,

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tenggal : 28 - 1 - 1998
DIl EallyALLAN BAYAT  worpreramapys mipila DiERAR

DAERAB KOTAMADYA DASRAH e ey o
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